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1.
-, merupakan bagian m%cgra{ dari
- proses refermasi yang tengah

Reformasi di bidang bhukum

: ':1"élla{xsanakan Be.ngsa Indonesia,

i bersifat sentraikarenz sangat
_damman memberikan implikasi
bagi aspek kehidupan berbangsa,

* bernegara den bermasyarakat di
‘bidang .sosial ‘pelitik, sosial

L

mempunyai posisi penting dan

ekonomi, sosial badaya Maupun
keamanan.
Upaya recovery ekonomi Indone-

~ siz yang terpuruk akibat krisis yang

melanda Bangsa dan WNegara kita
sejak tshun 1997, sangat
membutubikan reformasi hukum

ager terwujud kepastian hukur,

rasa keadilan dan tegaknya
supremasi hukum. Hal iersebut
bersama situasi keamanan yang
kondusif diperivkan guna
mendapatkan kembali kepercayaan
dunia internasionan untuk
menanamkan investasinya di [ndo-
nesia.

Sehubungan dengan hal tersebut
diaias, prioritas utama reformasi
hukam diarahlan kepada sistem
peradilar  unfuk mewujudkan
penyelenggaraan negara yang

 bersili dari KK, Polri scbagai
*salal satu komponen criminai jus-

tice -'system,.. bersamz-samsa

“komponen:lainnya memberikan .. -

i kontribusi terhadap -pelaksanaan

- program reformasi hukum nasional
-yang :ditetapkan, . disamping

melakukan reformasi internal Polri

‘baik dibidang instrumental,
~astruktural maupun  kuliural,

tenmasuk dalam rangka pening-
katan kinerja scbagai aparat
penegak hukum yang profesional.

I KEGIATANDALAM RANGKA
REFORMASI HUKUM.

i

Kegiatan Polri bersama komponen
Penegak Hukum lainnya.

a. Pelaksanzan tugas Tim
Gabungan Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (TGP-TPK).

1) Berdasarkan LU Mo, 31 tabun
1999 ientang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupst dan PP Mo,
19 tahun 2000, dibentuk Tim
Gabungan Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi {(TGP-TPK) dan
dilantik tanggal 23 Mei 2000
dengan anggota 23 orang terdiri
dari unsur pemerintah {Polri, Jaksa




clan Instansi terkait) dan masyarakat

7 LSM, Pensiunan Jaksa/Hukum
“t.gdan lain-lain).

: 2) Eksistensi Tim Gahungan
“ . Pemberantasan Tindak Pidana
I omnupsi (TGP-TPK).

a). TGP-TPK dibentuk dalam
rangka pelaksanaan ketentuan pasal

27 UU No. 3] whun 1999 tentang
gl Pemberantasan Tindak Pidana

[ orupsi yang menyarakan “ Dalam

. +hal ditemukan Tindak Pidana
& K.orupsi yang sulit pembukti-
“oannya”, maka dapat dibentuk Tim
2oV Gabungan dibawah koordinasi
Iaksa Agung.,
“7-b}. Kriteria Tindak Pidana Korupsi
yang  sulit

pembuktiannya

‘- dirumuskan dalam penjelasan pasal
C27 UU No. 31 tahun 1999, yaim
“Tindak Pidana Korupsi dibidang

perbankan, perpajakan, pasar

‘modal, perdagangan dan industri,

komoditi berjangka atau di bidang
moneter dan keuangan yang :

{13 Bersifat limtas sekioral;

{2} Dilakukan dengan mengguna-
kzn teknologl canggih, atau:

- (3} Dilakukan oleh 1ersangka/

terdakwa yang berstatus sebagai
penyelenggara negara sebagaimana
ditemukan dalam UU Mo. 28 tahun
199% tentang Penyelenggars
Megara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3} Kasus-kasus vang ditangani
antara lain ;

- Penyidikan 3 (tiga) kasus KKN

di Mahkamab Agung R1L
- Peayidikan kasus dugaan KKN
di PT. Garuda.

[+

5. Perumusan Beberapa ’%;amcanﬁ-
an Undang-Undang. S
Polri bersama instansi. teraan
lainnya ikut serta dalam Kelompok
Kerja penyusun dan perumusan
Rancangan Undang-Undang antara
lain : RUU KUHP, RUU KUHAP,
RUU Pencegahan dan Pembe-
uniasan Terorisme, RUU Komisi
Pernberantasap Tindak: Pldana
K{}rupsn :

Reformasi internal Polri guna
peningkatan Kinerja ?enegakan
Hukum.
4. Aspek Instrumemial. oo
1y Bertitik - tolak ' dari
amandemen kedua UUD 1945
pasal 30 ayat 4 dan Tap MPR No.
Y1 dan Vil tahun 2000, telah dapat
diundangkan UU Me. 2 tahup 2602
teatang Kepolisian Negara R],

2} Sesuai perintah UL Mo, 2
tahun 2002, produk Peraturan
Pelaksanaan yang harus dibuat
sebanyak 25 dengan rincian 9
Peroturan Pemerintah {PPy, &
Heputusan Presiden (Keppres)
dan 11 Keputusan Kapolri (Ke.
Kapshril.

3) Perkembangan pﬂmbuataﬁ
peraturan pelaksanaan :

tay 3 (tiga) RP¥ vang
diprioritaskan yakni tentang
Peraturan Disiplin anggota Poiri,
Paradilan Umum bagi anggota
Peirt dan  Pemberhentian
anggota Polri vang telah selesal
disusun serta telah digjukan kepada
Presiden untuk pengeszhannye.
Sedangkan 6 (enam) RPP Iainnya
teinh selesai konsep awal dan
secara bertzhap ditindakianjoi
dengan pembahasan Interdep,



' --;f'pember:ar: jin, pengaw asan umum -

/- {satu) Heppres tentang Komisi -

. yang harus dibuat, :
- %egkprestenmng{)ﬂ{?aln telah

o y'zi'k:m icnta'ng' daerah hukum,
“Koorwasbin teknis Polsus, PPNS

an’ Pamswakarsa, Tata: cara

dan kegiatan politik, gaji dan hak-
‘hak lainnya angzota Polri, bantuan

Polri, kerjasama Polri di da%am da.n
“di luar negert. ‘u

. {b) Dari 5 (lima) Keppres
Fi{satu}

disjulian kepada Presiden, 1

Kepelisian Nasional telah siap

-dibahas pada.tingkat Interdep, 3

' coftigay:Keppres: lainnya  telah

disusun konsep awal.

c Aspek Kultural ) :
Rcformas: di bidang kulturai.

: --'-_dxarahkan untuk menghllanga{an

budaya.’
pengaruk KEN yang ‘telah

mlistenst:k o

merambak berbagai‘lapisan
masyarakat bangsa Indenesia -
selama ini, termasuk dalam

.peié_ksanaan tugas ye_negakan
- hukum. Untuk ity secara intensif

sedang dilakukan pmses inter-

“nalisasi paradigma Pelindung

Pengavoem dan Pelayan masy aez_
“irakat, sebagal tampilan perilaku

“ pelaksanaan tugas Polri, termasuk

éalam tugas pencgﬁf&n hukom.

= -{c) Mengenai Kep. Kapol- '-Penanganan deak P:dana KX
vi dari 11 (sebelas} yang harus - olgh Polri.
dibuat, saat ini tebuh selesal 3 {tiga) Selama tahun 2002 (1 Januari s/d
dan 8 {delapan} lzinnya telah July) Polri ¢elak menyvidik 74
disusun konsep awal. kasns Tindak Pidans Korupsi
b. . Aspel Struktural dengan fersangka 132 orang dam
Heppres tentang Organisasi mengakibatkan kerugian negara
- Tata Kerja yang lebib menitikberat- Rp.228.431.442.369,- (Duaratus
kan Lepada Kekuatan duapuluh delapan milyar empat
Operasional baik pemeliharaan rafus tigapuluh satu juta empat ratus
keamanan maupun penegalan ernpatpuluh dua ribu tiga ratus
hukam, telah digjukan kepada enampuluh sembiian rupiah)
Presiden uniuk pengeszhannya. dengan perincian ;
WO § Mabes Polri / Polda Jumiah kasus Tersangka
Proses Sidikk | P. 19 P21
1 2 3 4 3 6
i Mabes Polri 16 23 I6 -
2 | Sumsel 7 23 4 z
3 Kaltim 2 2 2 -
4 NTB i 2 H -
3 Jatim 14 i5 6 5
G Sulut 2 4 2 -
7 Metro Java 9 10 8 -
8 Jateng 2 3 2 “
9 NTT 1 i i -
10 | Jambi i 3 1 -
it 1 Lampung H 4 1 -
12 { Sultra 3 12 3 -

dam



.. Pembentukan Komisi Pemberantas-.

_an Tindak Pidana Korupsi,
“a Pasal 43 ayat (1) UU No, 31

~tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi mengama-

~-natkan dalam waktu paling lambat
-2 (dua) tahpn sejak UU muolal

berlakuo, dibentuk . Komisi

- .- Pemberan-tasan Tindak Pidana

Horupsi.

~b. Tugas dan wewenangnysa

-melakukan  ¥koordinasi
supervisi termasuk melakukan

dan

penyelidikan, penyidikan dan
penuntutan sesuai per undang-
undangan yang beriaka.

¢ Hingga saat ini telah £1 tahun 3
bulan waktu vang ditetapkan
dilampaui, UU tentang pembentuk-
an, susunan organisasi, tata kerja,
pertanggung jawaban, tupas dan
wewenang serta keanggotaan
Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi belum ada.

d. Sebagai komponen dalam crimi-
nal justice system, Poiri telah
mempersiapkan dirl untuk memberi-
kan kontribusi sesuai ketentuan per-
undang-undangan yang berlaku.

{NO . '_M_ab::s P{_ﬁlri /_ﬁdida . . 'Jum_lah kasus Tcssaﬁgka N -
R e . ek Proses Sidik | P19 P21
Sl e 3 4. L5 5 - 7
131 ‘sulteng i 2 30 3 .
2144 Papua;ss i Penig R R - -
A5 Katbar I 2. b - -
6] Jabari 4 9 4 . :
17 | Riaw . 4 g 4 - -
I8 DIy 3 3 3 - -
S I AT 74 132° 62 .4 7 5
__.Langkah Poln menyongsong HI.ANALHSIS :

1o Dalam perkcmbangan rcfor“nas:

---'hul\um‘ ke depan secara juridis akan

terdapat ¢ (empat) lembaga vang
menangani kasus tindak pidana korupsi,
yakni :

a. -~ Polri dibidang Penyelidikan dan
Pepyidikan (Pasal 4, 5, 6 dan 7
KUHAP).

b, Kejaksaan dibidang Penyidikan
(Pasal 284 KUHAP) dan Penuntuian.

c. TGP-TPK dibidang Penyeli-
dikan dan Penyidikan (Pasal 27 UU No.
31 tahun 1999).

4. Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi dibidang koordinasi dzn
Supervisi, melakukan penyelidikan,
penyidikan dan penuntutan sesual
ketentuan perundang-undangan yang
berlaku {Pasal 43 UU NO. 31 tahun
19991,

2. Kondisi tersebut diatas, secara
potensial mengandung aspek positif
maupun negatif. Hal positif yang dapat
dipetik adalal: semakin menguatnya
lembaga pemnberantasan Tindak Pidana
Korupsi, terutama kontrod sosial secara
langsung dengan diikutsertakannya
unsur masyarakat non pemerintah.
Disisi lain banyaknya lembaga tersebut
apabila tidak ditata secara komprehensif



" dengan me"ﬂperiimbangkah"sem'u_"a_:.._-.'-: £
pcmﬁdang-undanganteﬁfﬁxtseparaumn .
‘akan dapat menimbulican benturan antér

lembaga dalam dinamika pelaksanaan™ T

iugasnya.

3. Keberadaan unsur masyarakat
dalam kelembagaan (TGp-TPK dan
KPTPEY perli ditegaskan peraidan

~kewenangannya karena akan terkait
‘dengan; ‘setiap tmdaJ».an/:;egzutaﬁ yang

E-mcngamdung pertanggungan: jdwab
. _ifonsckwensx hukum; Pemild npula

= kenamnuan

teknisnyasuperiu

: ;':dlpcmmbangkan agar, ‘selaras: dengan

A

anggetasyang: berasal dari unsur
~ipemerintah yang memang profesional..

4:0Bada akbirnya Ckeberhasilan
peacapaian tujuan reformasi-hukum

yang dilakukan, termasult terutama

dalam kerangka mendukeag recovery
ckonormi, alan sangat iergamung kepada
faktor-manusianya. Oleh kirena iy,
pensntuan personil antuk mengawald
lembagz yang dibentuk harus dilakukan

:secarabenar, dengan penctapan kriteria

profesionalisme idan- integritas
kepribadian seria persyaraten lainave.
5. -Reformasi hukum vang tengah
dilalrokan aken menyentub kepentingan
kelompok konglomerat dan kekuassan
masa lalu, yang selama ind telah mapan
dengan tatanan yang menguniunghkan
perusahaannya. Kelompok ini dalam
resistensinya akan melokukan berbagai
upaya bail legal maupun ilegal untuk
memperiahankan eksistensinya. Perlu
diwaspadai kermunpkinan keterlambatan
pembentukan TPTPE ferkait dengan
resistensi ;\Llompok tersebut d;at

Pﬁﬁg}ikﬁi

1. Apabila tidak ditata secarz
komprehensif dan utuh, keberadaan
Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang terbentuk dalam reformasi
hukum vang dilaksanakan, alkan dapat

- berbensuran dan tidak sinergis, bahkan
L -:dapat merug:kan upaya-penegakan
*" " supremasihukum.

#Akan terjadi resistensi dari
kelompok konglomerat dan kekuasaan
fama . vang  cksistenst  seria
kepeniingannva lerganggu sleh

pelaksanann reformasi hukusm =
KESIMPULAN DAMSARAN.

: i Kesmpulaﬂ

‘o Polr dan kosmponen cnm;mi

: Jﬁsiicﬁ system lainnva secara bersama-
wsamasmelakukan proses reformasi -
“hukum yang d;ietapkan Sertagecara
Cptemalmelakukan reformesi dibidang
nstrumental, strukturak dankolural

gune meningkaikan kineria Pelri,
termasuk. dalam rangka m—:neeakan
hulkum..

b Penvadlkaﬂ ’ﬁ";ndak Fi dnna
Forupsi yang dilakukan oich Polri telah
memberikan~ - kontribusi  -bagi
pemberantasan Tindak Pidana Kerupsi
vang terjadi, serta memberikan dampak
bagi terbangurya budaya hukam sebagai
bagian dari reformasi hukom.

‘c. Ke depan akan terdapas 4
(empat} lembaga vang menangani Tindak
Pidana Korupsi {Poiri, Kelaksaan, TGP
TP dan KPTPK) vang perlu ditata
dengan pendekatan komprehensi{ agar
tidak terjadi benturan dalam dinamika
pelaksanaan tugasnya.

2. Saran.

a. RUU KPTPK vang masih
dalam proses perabahasan harus dapat
menganiisipasi benturan vang mungkin
terjadi dengan lembaga pemberaniasan
Tindalk Pidana Konupsi vang sudah ada,
bahkan harus menjamin ferjadinya
sinergi.

b, Kewaspadaan terhadap ke-
mungkinan upavs kelompok yang
resisten terhadap reformasi hukam,
antara lain dengan menghambat dan
mengulur wakiu pembentukan KPTPE.





